SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 83
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK
AIR TANAH DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DALAM RANGKA PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak
Ekonomi Corona Virus Disease 2019 telah diatur dalam
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2020,
namun dalam perkembangannya kondisi pandemi
Corona Virus Disease 2019 belum mereda sehingga
sebagai upaya pemulihan kondisi ekonomi akibat
dampak pandemi, perlu dilakukan perpanjangan
pelaksanaan pemberian insentif, untuk itu Peraturan
Wali Kota termaksud perlu diubah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2020 tentang
Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi
Corona Virus Disease 2019;

Mengingat ...
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
435) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S51);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan ...
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

11.

12.

13.

14.

15.

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016

Nomor 06);
16. Peraturan ...
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16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan
Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Wali Kota Kota Bandung
Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 83
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DALAM RANGKA PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2020
tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi
Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2020 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 4

Pemberian insentif Pajak Daerah ini diberikan kepada
Wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan untuk masa pajak sampai
dengan bulan Desember Tahun 2021.

2. Ketentuan ...

Scanned with CamScanner



2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

(1) Pembebasan pengenaan Pajak Hotel terhadap tamu
hotel yang melaksanakan isolasi diri
(Self/ Quarantine) dengan syarat tamu dimaksud agar
melampirkan Rekomendasi dan/atau surat
keterangan dari Institusi yang menangani pandemi
Covid-19.

(2) Penghapusan sanksi administratif Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Air
Tanah yang memiliki pajak terutang sampai dengan
masa pajak bulan Desember Tahun 2021.

(3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi Wajib Pajak
yang melakukan pembayaran sampai dengan bulan
Januari 2022.

(4) Penerbitan Surat Teguran atas keterlambatan
pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak
Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Tahun
2021 tidak diterbitkan.

(5) Pemberlakuan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2019 terhadap Pedoman Perhitungan Nilai
Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan pada tahun 2021 dan
diberlakukan mulai bulan Januari sampai dengan
bulan Desember 2021.

(6) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan
sosialisasi Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam
rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Covid-19 di
Daerah Kota.

Pasal ...
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Pasal I1

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 1 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
_KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SERRETA .-x DAERAH KOTA BANDUNG,
N
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